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BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang
Sejak ditetapkannya Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana setiap Pemerintahan Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Indonesia memiliki kewenangan khusus terhadap pengembangan daerahnya sendiri, dalam kata lain yaitu Otonomi Daerah.  Pelaksanaan  otonomi daerah yang dilandasi perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas Pemerintah Daerah dan menghasilkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan baik Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah pada dasarnya memiliki tujuan yang murni sebagaimana amanat dari Negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Berdasarkan tujuan tersebut, setiap rakyat senantiasa diberikan harapan akan peningkatan kesejahteraan hidup baik secara ekonomi maupun sosial.

Otonomi daerah menjadikan setiap daerah berhak membuat peraturan sendiri untuk daerahnya.Peraturan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.Aparatur Pemerintah Daerah senantiasa berusaha untuk menjalankan otonomi daerah agar potensi daerahnya dapat berkembang secara optimal dan tidak timbul permasalahan.Salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah adalah Kota Bandung.
Kota Bandung terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat.Wilayahnya terbagi dalam 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan/Desa.Kota ini memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun nasional, yaitu sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Jawa Barat, juga sebagai pusat pengembangan wilayah Jawa Barat.Kota Bandung terletak di dasar lengkungan yang dikelilingi oleh barisan pegunungan yang kokoh dengan jumlah pedesaan yang banyak. Hal ini menjadi daya tarik dalam sisi kekayaan budaya dan wisata
Posisi Kota Bandung sebagai pusat pengembangan di Provinsi Jawa Barat membuat Kota ini menjadi pusat perhatian di Jawa Barat.Hal ini berdampak terhadap kinerja aparatur Pemerintah. Kota Bandung senantiasa merancang peraturan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peraturan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Bandung adalah Peraturan Daerah No. 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. 
 Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas atau fasilitas khusus berupa gedung parker atau pelataran parkir. Yang di mana pengertian  parkir itu adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Perparkiran merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi, akan terhambat oleh kendaraan kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan.pada umumnya kendaraan yang parker di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisonal, rumah makan, dan lain lain. Usaha yang perlu di lakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat   pada lahan parker yang tersedia, menggingat kebutuhan akan lahan parker dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran

Parkir semestinya hanya diggunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara , tidak dalam waktu lama atau berhari-hari.pengguna parker yang sesuai dan rapi akan memudahkan petugas parkir dalam memarkirkan kendaraan.Dapat di garis bawahi bahwa kegiatan parkir tersebut seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki, Tapi pada kenyataanya perparkiran yang selama ini berlangsung sering menghambat lalulintas, sehingga terjadi kemacetan. Hal ini dikarenakan pemakaian lahan parker yang tidak seharusnya. Contohnya kendaraan yang tidak diparkirkan dengan benar , kendaraan yang tidak diparkirkan sesuai dengan posisi parker yang telah di tetapkan , lalu banyak pedagang yang ikut memarkirkan dagangan mereka di lahan parker tersebut, hal ini mengakibatkan lalulintas tidak berjalan dengan lancar.
Pemerintah Kota Bandung telah mengatur fasilitas parkir sedemikian rupa  agar parkir yang ada tertata dengan rapi dan tidak mengganggu lalu lintas.dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. namun pada kenyataanya pelaksanaannya masih belum efektif banyak terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir
Banyaknya penggunaan lahan parkir yang tidak sesusai menyebabkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir masih dapat dilihat di berbagai tempat di Kota Bandung.
Berikut ini adalah data mengenai realisasi pendapatan retribusi parkir:
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2011-2013

	No
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Persentasi

	1
	2011
	5.800.000.000
	4.827.487.000
	83,23%

	2
	2012
	6.800.000.000
	4.903.047.000
	72,10%

	3
	2013
	6.800.000.000
	5.472.488.500
	80,48%


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2013
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung tahun 2011-2013 tidak memenuhi target. Pada tahun 2011 target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 5.800.000.000,00 realisasinya hanya sebesar Rp 4.827.487.000,00 atau 83,23% saja; tahun 2012 target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 6.800.000.000,00 realisasinya hanya sebesar Rp 4.903.047.000,00 atau 72,10% saja; sedangkan tahun 2013 target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 6.800.000.000 realisasinya hanya sebesar Rp 5.472.488.500,00 atau 80,48% saja. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Bandung masih banyak terjadi parkir liar yang menyebabkan retribusi pendapatan parkir di Kota Bandung belum optimal.
Telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang fasilitas parkir dan terjadinya permasalahan ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir menunjukkan bahwa Peraturan Daerah belum sepenuhnya dijalankan dengan sempurna.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penggunaan lahan parkir dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENGGUNAAN LAHAN PARKIR DI KOTA BANDUNG”.
Perumusan Masalah
Perumusan Masalah terdiri dari dua bagian yaitu Pembatasan Masalah dan identifikasi masalah
1.1.1 Pembatasan Masalah
Untuk menghindari pembahasan masalah yang menyimpang dari permasalahan, agar tetap memanfaatkan waktu, tenaga, dana serta teori-teori dengan sebaik-baiknya dan supaya penelitian lebih mendalam lagi, maka peneliti berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian memfokuskan masalah dalam penelitian ini adalah peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program penggunaan lahan parkir legal di Kota Bandung 
1.1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah tentang penggunaan lahan parkir?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penggunaan lahan parkir di Kota Bandung?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah tentang penggunaan lahan parkir di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penggunaan lahan parkir di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut
1.1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi kepentingan peneliti, sebagai kesempatan untuk menambah wawasan dalam bidang administrasi Negara serta mengetahui dan menemukan masalah khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Lahan Parkir
2. Bagi kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan masalah-masalah baru sehingga dapat dijadikan perbandingan oleh ilmu yang ada khususnya Ilmu Administrasi Negara hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.
b. Manfaat Praktis

1. Bagi kepentingan praktisi, dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui masalah-masalah yang terdapat di Kota Bandung khususnya di Dinas Perhubungan.
2. Penelitian ini juga sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam mengkaji pengaruh kebijakan daerah tentang pengguanaan lahan parkir.
Kerangka Pemikiran
Kebijakan memiliki bermacam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan yang jelas tentang kebijakan. Secara etimologis, kata kebijakan pemerintah berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu: “policy” dan “public”. Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli,karena sebagian dari para ahli menterjemahkan policy sebagai kebijakan dan sebagian lagi menterjemahkan sebagai kebijaksanaan.

George Edward III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelakasanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: 

1
Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanankan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

2.
Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public

3.
Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya lingkungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4.
struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi. Salah satu dari aspek-aspek structural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya ( Standard Operating Prosedur, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi dalam keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga myeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas  yang besar dan fragmentasi organisasi adalah struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian  ini, peneliti mendasarkan pada teori yang ditemukan oleh George Edward III, dengan alasan akademis dimana teori tersebut menurut peneliti lebih lengkap karena teori tersebut berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.  Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik menyangkut waktu, tenaga dan dana yang dipunyai peneliti. 


Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penggunaan lahan parkir di Kota Bandung, maka perlu peneliti uraikan tentang pengertian lahan  parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan dalam (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 32) yaitu: “tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parker”.

Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung, khususnya di Jalan Dipati Ukur dan Dinas Perhubungan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No 205 Bandung. Secara sederhana, kegiatan dan waktu peneltian dapat dilihat pada tabel:
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